
 
 

BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

 
NOMOR 68 TAHUN 2014  2012 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN PAGU PENGELUARAN SEBELUM ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  

TAHUN ANGGARAN 2015 DITETAPKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 belum ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015; 

 
  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105A Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal 
penetapan APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah 
melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya 

sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya 
dan Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap 

bulan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap 
seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor 

sehari-hari; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang  Penetapan Pagu Pengeluaran Sebelum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun Anggaran 2015 Ditetapkan; 

 
    

 
 

SALINAN 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5105); 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 

2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran 
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 
Nomor 2); 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang  
Tahun 2008 Nomor 7); 

 
 
 

 
 

 



18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang  

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2010 Nomor 3); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 7); 

 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 16); 

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2014 
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 75); 

   
  MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAGU 

PENGELUARAN SEBELUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 
ANGGARAN 2015 DITETAPKAN. 

   
  BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Sumedang. 



3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 

selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 
pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 

12. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan 
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan 

dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan 
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 

13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

daerah. 

14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
 

  BAB II 
PENETAPAN PAGU PENGELUARAN  

Pasal 2 
 

(1) Untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat 
mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pemerintah 

Daerah dapat mengeluarkan Anggaran sebelum APBD 
ditetapkan. 

 



(2) Pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ditetapkan setinggi-tingginya sebesar angka APBD 
tahun anggaran sebelumnya. 

 

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan belanja yang dibutuhkan secara 

terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah 
daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti  

belanja pegawai, belanja barang dan jasa. 
 

(4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan 
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat 

antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau 
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. 

 

  Pasal 3 
 

(1) Jumlah  Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2014 sebesar  Rp. 2.188.546.481.246,81 (Dua 
Trilyun Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus 

Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh 
Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Koma Delapan 
Puluh Satu Sen). 

 
(2) Pengeluaran Anggaran sebelum Peraturan Daerah tentang 

APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, setinggi-tingginya 
sebesar seperduabelas jumlah belanja daerah pada 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  

 

  Pasal 4 
 

Pengeluaran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) digunakan untuk Belanja Daerah dengan perincian 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

   
  BAB III 

MEKANISME PENYERAPAN 
 

Pasal 5 
 

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja perangkat 
daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Surat Penyediaan Dana Triwulan I Tahun Anggaran 2015.  
 

  Pasal 6 
 

(1) Mekanisme Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung 

melalui permintaan pembayaran langsung (LS) dan 
penyerapan Anggaran Belanja Langsung melalui 
permintaan pembayaran Uang Persediaan (UP) atau 

langsung (LS). 
 

 



(2) Laporan Pertanggungjawaban penyerapan anggaran  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling 
lambat sebelum APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan 

dan apabila terdapat sisa dana harus disetorkan ke kas 
daerah.  

 
  Pasal 7 

 

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati 

ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015. 

 
  BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 
 

           
Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 29 Desember 201428  
      

BUPATI SUMEDANG 
 

ttd 

 
 

ADE IRAWAN 
 

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 29 Desember 2014 28  
 

SEKRETARIS DAERAH, 
 

 
ttd 

 
ZAENAL ALIMIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 6882    
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
NOMOR  68 TAHUN 2014 2012 

TENTANG 
PENETAPAN PAGU PENGELUARAN 

SEBELUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN 

SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2015 
DITETAPKAN 

 

PAGU PENGELUARAN SEBELUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2015 DITETAPKAN 

 
 

I. Belanja Tidak Langsung 
 
I.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil; 

I.2 Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
I.3 Gaji dan Tunjangan DPRD. 

 
II. Belanja Langsung 

 
II.1 Program dan Kegiatan pada setiap SKPD 

 

II.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik; 

II.1.2 Penyediaan Pelayanaan  Administrasi Perkantoran; 
II.1.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 

II.1.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional; 

II.1.5 Fasilitasi Kegiatan UPTD TK/SD; 

II.1.6 Fasilitasi Kegiatan Satuan Pendidikan Tingkat SMP; 
II.1.7 Fasilitasi Kegiatan Satuan Pendidikan Tingkat SMA; 

II.1.8 Fasilitasi Kegiatan Satuan Pendidikan Tingkat SMK; 
II.1.9 Fasilitasi Kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar. 

  

II.2 Belanja Urusan Wajib/Pilihan 

 
II.2.1 Penunjang kegiatan Puskesmas, JPKD, GF dan Labkesda 

(Pelayanan Kesehatan Dasar Bebas Biaya); 
II.2.2 Pelayanan Kesehatan pada BLUD-RSUD; 

II.2.3 Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan 
pada BLUD-AKPER; 

II.2.4 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; 

II.2.5 Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS); 
II.2.6 Jaminan Kesehatan Nasional Non Kuota. 

 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 
 

ttd 
 

ADE IRAWAN 
 


